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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) tentang
“Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No : 23 Tahwn 2002 Tentang
Perlindungan Anak Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Usia Dini di PA. J ombang
Nomor : 24/Pdt.P/2008/PA.Jbg”. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab rumusan
masalah, yaitu: Bagaimana penetapan PA. Jombang tentang penetapan dispensasi
nikah usia dini (Nomor : 24/Pdt.P/2008/PA.Jbg)?; Apa pertimbangan hakim
menetapkan dispensasi nikah usia dini ?; Bagaimana analisis hukum Islam dan
Undang-Undang No: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap penetapan
PA. Jombang tersebut? ,

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu
memaparkan dan menjelaskan tentang penerapan teori pernikahan usia dini dan
pencegahan pernikahan pada usia anak-anak pada penetapan di pengadilan agama
jombang, sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang kongkrit. Pola pikir yang
digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang
bersifat umum, dalam hal ini adalah teori pernikaban usia dini dan pencegahan
pernikahan pada usia anak-anak, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih
khusus tentang kasus permohonan dispensasi nikah pada pengadilan agama
Jombang. :
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam
memutuskan pengabulan dispensasi nikah tersebut adalah berdasarkan kaidah
fighiyah yang berbunyi: “Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada
menarik kemashalatan” akan tetapi penulis berpendapat bahwa dalam kaidah
fighiyah yang dikemukan sebagai landasan hakim, diartikan secara sempit yakni
semata-mata kerusakan moral, sehingga demi menjaga moralitas ini, mereka
merestui adanya perrnikahan anak usia dini dan mengabaikan dampak yang
ditimbulkannya. Disamping itu dalam dalam hukum Islam disebutkan bahwa jika
pernikahan nantinya justru akan menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram,
jadi harus benar-benar dibuktikan apakah akibat pernikahan tersebut lebih banyak
menimbulkan kerusakan atau kebaikan sangat diperhatikan, bahkan dalam UU No.
23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan betapa pentingnya
memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan pada usia anak-anak yang
dituangkan dalam pasal 26 yang menyebutkan orang tua berkewajiban dan
betanggung jawab mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas
penetapan dispensasi nikah disarankan: Perfama, dalam mengabulkan perkara
dispensasi nikah lebih memperhatikan dampak yang terjadi nantinya bagi para pihak,
terutama pihak anak sebagai pihak yang wajib kita lindungi. kedua, memberikan
pemahaman kapada semua pihak yang terkait terhadap dampak yang akan
ditimbulkan dari pernikahan ini, hal ini bisa lewat sosialisasi UU perlindungan anak.

vi
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BAB1I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan adalah salah satu asas pokok kehidupan yang pa;ling utama
dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Banyaknya ayat al-Qur’an dan
hadits menjadi bukti bahwa perkawinan adalah hal yang sakral. Seperti pada

firman Allah pada surat an-Nisa ayat 1:

o ) d -, cs 22 0 4"/"¢ ".f - ,_’: ,“ L ::‘ %4 "E_z
oy G &35 L35 G 1553 300 oo 2 Gl (o1 (535 1,38 2,07
E_ . 7 .
(@) SRR 2Ly LS

Artinya.

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tubanmu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya,
dan dari keduanya Allzh memeperkembangkan biakkan laki-laki dan perempuan
yang banyak....”!

Perkawinan sendiri merupakan ibadah yang diproyeksikan sebagai media
menggapai kebahagiaan dalam menjalani bahtera rumah tangga.’ Dalam UU
perkawinan juga terdapat beberapa prinsip yang salah satunya adalah tujuan

perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu

suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat

'Departemen Agama, al-Qur’an dan T erjemahannys, h. 114.
Team Kodifokasi Purna Siswa 2005 M Madrasah Hidayatul Mubtadi-en Lirboyo Kediri,
Kontekstualisasi Turats, h. 254,



mengembangkan kepribadiannya serta membantu dan mencapai kesejahteraan
spiritual dan materiil.?

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan perkawinan adalah akad
yang sangat Kkuat atau golizan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah UU nomor 7 tahun 1974 tentang
perkawinan menyebutkan yang dinamakan perkawinan adalah ikatan lahir batin
antar seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.’

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud aqad tersebut adalah
untuk selamanya dan seterusnya sampai meninggal dunia. Dengan tujuan agar
suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat
berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-
anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.5

Allah telah menetapkan adanya aturan termasuk perkawinan bagi manusia
dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat

semaunya seperti binatang yang berkumpul dengan lawan jenis hanya menurut

3Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, h. 7.

- *Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama Nomor 7
Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, h. 120.

’Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Is/am di Indonesia
Pasall ,h. 5.

SSayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 8, Penerj. Moh. Thalib, . 9.



seleranya, atau tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin,’

sebagaimana firman Allah:

. AR EAUT I L U I Y SL I I P 7. 3-f - 1. ’.",”,‘/
@ iy A sl 3,Misiufwao,u;ucgy@{nu.uu,

Artinya:

“Dan kami Telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan)
dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamuy dengan air itu,
dan sekali-kali bukanlah kamu yang men yimpannya.”®

Perkawinan adalaﬁ salah satu perjanjian yang suci dimata Allah hal inj bisa

kita lihat dalam firmannya didalam Q.S. an-Nis3, ayat 21:

Artinya:
“..Perkawinan itu adalah sesuatu perjanjian yang suci.””®

Oleh karena itu Allah sangat membenci perbuatan ketika ada hambanya
yang memutuskan petjanjian suci tersebut atau kata lain bercerai, hal ini
tercermin dalam salah satu hadis Nabi dari Ibnu Majah dan disahkan oleh
Hakim, sabda Nabi:

3

B3 oy 5 B i S 2 s 6l ol i o7 et i

"H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, Penerj. Agus Salim, h. 2.
¥*Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 392.
®Ibid, h. 120.



égait';.'ygnu Umar, dari Nabi SAW. telah bersabdsa, sesuatu yang halal yang amat
dibenci Allah ialah talag. "

Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah usia pernikahan yang
masih kurang mapan dalam melaksanakan pernikahan atau yang sering disebut
dengan pernikahan usia dini. Sementara fenomena pernikahan dini di Indonesia
sebenarnya sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat luas baik dari kebisaaan
nenek moyang mereka maupun dari Agama (Islam), yaitu melalui kebiasaaan
para sahabat Rasulullah SAW. yang banyak mempraktekkan pernikahan model
ini maupun dari Rasulullah SAW. itu sendiri yang menikahi ‘A’isyah, anak dari
Abu Bakar r.a. sahabat beliau yang diketahui dari riwayat-riwayat Hisyam ibn
‘Urwah, terlepas dari pro-kontra terhadap kebenaran pemikahan dini Rasalullah
SAW. tersebut.

Pasal 7 (tujuh) UU perkawinan mengemukakan bahwa perkawinan hanya
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan
pihak wanita 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap
ketentuan usia kawin ini, dapat dimintai dispensasi kepada pengadilan atau
pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak

wanita.!!

"Imam Khafid Abi Dawiid Sulaiman Ibn Asy‘as As-Sajastani, Suzan Abi Dawid Juz 2,
Kitab Talag, No. 2178, h. 120.

""Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di
Indonesia, h. 52.



Sedangkan hal pernikahan dini tersebut bertentangan didalam UU
perlindungan anak yang mana disebutkan dalam pasal 26 (c), bahwa orang tua
berkewajiban dan bertanggung jawab atas pencegahan terjadinya perkawinan
pada usia anak-anak.'> Sedangkan anak-anak yang dimaksud dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak ini di terangkan dalam pasal 1 (satu) yaitu seorang
yang berusia belum 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam
kandungan.

Jika terjadi pernikahan di bawah umur maka akan melanggar hak anak
untuk bermain, bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak serta hak
untuk tumbuh kembang. Pernikahan dini juga akan mengganggu kesehatan
reproduksi anak perempuan. Dunia kesehatan menyarankan kehamilan dan
persalinan terjadi antara usia 21 (dua piluh satu) tahun sampai 35 (tiga puluh
lima) tahun. Kehamilan dan persalinan di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan
di atas 35 (tiga puluh lima) dikategorikan sangat berisiko bagi perempuan.

Bila melihat pada sejarah pembentukan UU perkawinan, yang menjadi
petimbangan batasan usia kawin tersebut adalah kematangan biologis seseorang
(bukan kedewasaan). Pembatasan usia perkawinan pada saat itu dimaksudkan
untuk mengantisipasi maraknya perkawinan pada anak-anak, yang mana isunya

bergulir sejak tahun 1920-an."

" Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tatun 2002 tentang Perlindungan Anak

Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, Posisi Perempuan Dalsm Hukum Islsm Dji
Indonesia, h. 53.



Agama Islam tidak menyebutkan mengenai ketentuan batasan usia dewasa
untuk kawin. Jika usia dewasa dikaitkan dengan kewajiban untuk melakukan
sholat, maka Islam telah menentukan aqil baligh seseorang perempuan adalah
ditandai dengan menstruasi (biasanya diusia 13 tahun) sedang laki-laki dengan
‘mimpi basah’ (biasanya 14 tahun), namun kedua tanda kedewasaan ini bukan
isyarat (langsung dimaknai sebagai ketentuan) yang membolehkan mereka
kawin (batas usia kawin). Usia kawin itu terkait dengan urusan sosial
kemasyrakatan. Jadi, mesti dilihat dulu apa saja kaedah-kaedah sosial yang
berlaku dalam masyarakat.'*

Para ulama dari empat mazhab sepakat mengenai bolehnya perkawinan
pasangan anak laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil
pula, #pabila akadnya dilakukan oleh walinya. Tetapi ada pula sekelompok
ulama, antara lain Abu Bakar al-Asham dan Ibnu Syubrumah yang melarang
adanya perkawinan anak-anak sebelum mereka sampai pada usia kawin:!* Ibnu
Syubrumah berpendapat tidak diperbolehkan bagi orang tua menikahkan anak
gadisnya yang masih dibawah umur, kecuali setelah baligh dan mendapatkan

izin darinya'®, mereka beralasan dengan firman Allah

S P&k 13) 755 ¢ 22T festy

“1bid, b. 53-54.
'HSA Al Hamdani, Risalah Nikah, h. 77.
'Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Figilh Wanita, Penerj. M. Abdul Ghoffar EM, h. 402.



Artinya:
“Dan yjilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin..... ”(Q.S
an-Nisa’: 6)!

Berangkat dari keterangan di atas, telah ditemukan suatu perkara tentang
pernikahan dini yang ada di Pengadilan Agama Jombang. Alasan mengajukan
permohonan pernikahan dini ini, yaitu para pemohon bermaksud menikahkan
anak perempuan mereka dengan seorang lelaki bujang di mana antara mereka
(calon mempelai) sudah 'berttmangan selama satu tahun, bahwa syarat-syarat
untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali
syarat usia bagi anak para pemohon yang masih berusia 13 tahun 9,5 bulan atau
belum mencapai usia 16 tahun sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada permasalahan ini para pemohon merasa bahwa jika diantara mereka
tidak segera dinikahkan, maka para pemohon sangat khawatir keduanya akan
melanggar hal-hal yang dilarang oleh Agama, terlebih lagi hubungan diantara
keduanya sudah sangat akrab.

Pertimbangan para pemohon mengenai kesiapan keduanya dalam membina
rumah tangga adalah bahwasanya anak para pemohon berstatus perawan dan
telah akhil baligh serta telah siap menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga,

begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami atau kepala

""Departemen Agama, al-Qur’an dan Tegemahannya, h. 115,



keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp
900.000,-. Disamping itu antara para pemohon dengan keluarga calon suami
- anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada
pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan telah diketahui bahwasanya
para pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dari keterangan anak para
pemohon pun diketahui bahwa apa yang dimohonkan oleh para pemohon adalah
benar, begitupun dari keterangan calon suami anak para pemohon yang juga
membenarkan dalil-dalil dari para pemohon.

Pada proses pembuktian untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya,
para pemohon mengajukan beberapa bukti tertulis dari Kantor Urusan Agama
(KUA) setempat yang intinya menyebutkan bahwa anak para pemohon tidak
dapat melaksanakan pernikahan dikarenakan masih adanya kekurangan
persyaratan bolehnya terjadi pernikahan.

Dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon yaitu
tetangga para pemohon, majelis hakim mendapatkan keterangan bahwasanya
dalil-dalil dari para pemohon memang benar.

Terhadap keterangan perkara di atas Undang-Undang perkawinan
menjelaskan bahwa di Indonesia baik dari segi materiil maupun formil yang
berlaku maka, penetapan tersebut sudah sesuai, akan tetapi di sini jika kita lihat

dari pasal 26 jo. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun



2002 dan hukum Islam maka terjadi permasalahan-permasalahan, di mana dalam
pasal tersebut dengan jelas disebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab dan
berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada anak-anak, sedangkan
hukum Islam menerangkan terkait pernikahan anak pada usia dini masih terjadi
perdebatan antara para ulama antara yang setuju dan tidak.

Beberapa hal inilah yang mendorong untuk dikaji dan dianalisis dalam
skripsi, yang diformulasikan sebuah judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-
Undang No : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penetapan

Dispensasi Nikah Usia Dini di PA. Jombang Nomor : 24/Pdt.P/2008/PA.Jbg™.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian dapat terarah
dan terfokus, maka pokok masalah yang akan dikaji adalah:
1. Bagaimana penetapan PA. Jombang tentang penetapan dispensasi nikah usia
dini (Nomor : 24/Pdt.P/2008/PA.Jbg)?
2. Apa pertimbangan hakim menetapkan dispensasi nikah usia dini ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang No: 23 tahun 2002

tentang perlindungan anak terhadap penetapan PA. Jombang tersebut?
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C. Kajian Pustaka

Penelitian masalah nikah anak usia banyak sekali ditemukan baik dalam
buku maupun dalam karya-karya ilmiah. Akan tetapi yang membahas dispensasi
nikah anak usia dini secara khusus masih sangat sedikit.

Dalam hal ini ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan
dispensasi nikah itu, diantaranya adalah dalam skripsi yang ditulis oleh
Khamdani Akhyar dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap
Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah di PA
Tuban” dalam karya ilmiah tersebut menerangkan bahwasanya perkawinan anak
dibawah umur yang dalam hal ini karena pihak wanita hamil terlebih dahulu
nantinya berakibat pada status anak. Kemudian pemberian dispensasi nikah pada
perkawinan tersebut dengan pertimbangan kaidah fighiyah yang berbunyi
“Menolak kemafSadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemashalatan”'®

Tulisan lain yang ditemukan terkait permasalahan dispensasi nikah anak
usia dini ini adalah tulisan dari R. Abdul Berri HI dalam skripsinya ‘Pemikiran
Fiqih Hanafiyah Tentang Batas Usia Dewasa Untuk Melaksanakan
Perkawinan”, dalam karya tulis ini dijelaskan analisis terhadap pemikiran
mazhab Hanafiyah terkait bétas usia dewasa sebagai persyaratan melakukan

perkawinan, di mana dalam Islam terkait ketentuan syarat usia boleh nikah

"®Rhamdani Akhyar, Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah
Umur Akibat Hamil Dilvar Nikah di PA Tuban, Jurusan Ahwal As- Syahsiyah IAIN Sunan Ampel.
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hanya disebutkan dengan kata akhil baligh, disini mazhab Hanafiyah berijtihad
dengan menentukan batas usia boleh melaksanakan perkawinan yaitu 15 tahun.'’

M. Faishol Mu’arof, dalam skripsinya yang merupakan hasil analisis dari
Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dari segi
pencegahan perkawinan dijelaskan bahwasanya dalam Undang-Undang tersebut
memberikan perlindungan terhadap perkawinan anak-anak dengan cara orang
tua wajib mencegah terjadinya perkawinan anak-anak tersebut dengan
pertimbangan bahwa anak mempunyai beberapa hak-hak agar dapat tumbuh
dewasa atau kata lain anak-anak berhak menikmati masa anak-anak mereka,?°

Meskipun banyak skripsi yang membahas tentang nikah usia dini, tetapi
yang membahas tentang dispensasi nikah usia dini perspektif Undang-Undang
perlindugan anak tidak dijelaskan.

Begitu juga ada penelitian-penelitian yang telah ditulis terdahulu, dﬂm
penelusuran sampai saat ini, belum ditemukan penelitian tulisan yang sama,

sehingga kemungkinan adanya pengulangan atau duplikasi tidak akan terjadi

“R. Abdul Berri HI, Pemikiran Figih Hanafiyah Tentang Batas Usia Dewsss Untuk
Melaksanakan Perkawinan, Jurusan Ahwal As- Syahsiyah IAIN Sunan Ampel.

%M. Faishol Mv’arof, Analisis Hukum Islam Te erhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usig
Anak-Anak Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jurusan Ahwal
As- Syahsiyah IAIN Sunan Ampel.
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D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penetapan Pengadilan Agama Jombang tentang dispensasi
nikah usia dini (Nomor : 24/Pdt.P/2008/PA.Jbg).

2. Mengetahui dasar petimbangan hakim Pengadilan Agama Jombang dalam
menetapkan dispensasi nikah usia dini.

3. Mengetahui analisis hukum Islam dan Undang-Undang No: 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak terhadap penetapan dispensasi nikah usia dini

oleh Pengadilan Agama Jombang.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat
sekurang-kurang nya dalam dua hal:
1. Dari segi teoritis: skripsi ini diharapkan dapat menambah Xhasanah
pemikiran hukum, khususnya dalam hal dispensasi nikah usia dini.
2. Dari segi praktis: dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti

dan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah dispensasi nikah usia dini.
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F. Definisi Operasional
Untuk memperoleh gambaran yang jelas, dan agar tidak terjadi kesalah

pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa

istilah berikut:

Analisis : Penguraian secara ilmiyah terhadap fenomena nikah usia
dini yang ditemukan dalam bentuk penetapan pada
lembaga Pengadilan Agama (Jombang)  untuk
mengetahui keadaan yang sebenarnya dan dasar
pertimbangan hakim dalam menetapkanya.

Hukum Islam : Hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syari’at kan

buat hamba-Nya yang berbentuk Al-qur'an dan hadis
ataupun pendapat-pendapat para ulama dan fuqoha
terkait pernikahan pada usia anak-anak.

Perlindungan anak : Yang dimaksudkan Perlindungan Anak disini adalah
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi,” secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.

Penetapan : Penetapan yang maksudnya adalah salah satu produk dari
Pengadilan Agama (Jombang) dalam arti bukan peradilan

sesungguhnya. Dikatakan bukan peradilan sesungguhnya



Dispensasi

Usia dini
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di sini kerena dalam penetapan ini hanya ada pemohon,
yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu,

sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan.

: Maksudnya dispensasi merupakan suatu institusi yang

memberikan kelonggaran hal-hal khusus (dalam hal ini
terkait menikahkan anak yang belum cukup umur untuk
menikah menurut Undang-undang perkawinan) dari
ketentuan Undang-Undang dan merupakan pengecualian
dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang berisi

khusus.

: Yang dimaksud anak usia dini disini adalah anak (laki-

laki atau perempuan) yang masih belum cukup umur.
Kategori anak yang belum cukup umur jika menurut UU
Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia
18 tahun, menurut UU perkawinan adalah 16 tahun untuk
wanita dan 19 tahun untuk laki-laki, sédangkan menurut
hukum Islaﬁl bervariasi diantaranya adalah 15 tahun
untuk laki-laki dan perempuan menurut Aba Yusuf,
Muhammad bin Hasan, dan asy-Syafi’i, 17 tahun untuk
laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan menurut Abu
Hanifah, akan tetapi menurut mayoritas ahli figh sepakat

15 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
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G. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan dan dokumenter (Library Research),?' adapun data-data dalam
penelitian ini adalah:
1. Data Yang Dikumpulkan
Dalam pelaksanaan penelitian ini, dikumpulkan data yang sesuai dengan
kebutuhan dalam menjawab permasalahan yaitu:
1) Data tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jombang
pada penetapan.
2) Data tentang batasan usia anak yang dikategorikan usia dini pada
Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
3) Data tentang dasar hukum pernikahan usia dini pada pendapat-
pendapat fuqoha maupun para ulama.
2. Sumber Data
Sumber dari mana data akan digali dalam penelitian ini adalah dari buku-
buku serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang
diambil dari penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder, yaitu:
a. Sumber data primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang

memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan

*'Moh, Nazir, Metode Penelitian, h. 64.
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dan berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari sumber utama,
yaitu :
a) Penetapan Pengadilan Agama Jombang Nomor:
24/Pdt.P/2008/PA.Jbg. tentang disi)ensasi nikah usia dini
b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.

. Sumber data sekunder.

Merupakan data yang bersifat membantu ataun menunjang dalam
melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan, diantara
adalah :

1) Departemen Agama, a/-Qur’an dan Terjemahannya.

2) Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, hukum kewarisan, hukum
acara peradilan agama.

3) Ratna Batara Munti, Hindun Anisah, Posisi Perempuan Dalam
Hukum Is/am di Indonesia

4) O. Hashem, Benarkah ‘A’isyah Menikah Dengan Rasilullih SAW di
Usia Dini?

5) Ummu Aisyah, ‘A’isyah Saja Nikah Dini

6) Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Figih Wanita, Penerj. M. Abdul
Ghofur EM.

7) Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid VIII, Penerj. Moh. Thalib

8) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,

9) Soka Handinah Katjasungkana, Perempuan dan Kekerasan

10) Slamet Abidin, Aminuddin, Fikih Munakahat 2.
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11) Imam Syafi’i, A/-Umm jilid VII

12) Ibnu Qudama’, A/-Mugnj jilid VII

13) Sudarsono, Hukum Pekawinan Nasional

14) Rahman Hakim, Hukum Perkawinan Islam

15) Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia

16) Rachmat Syafe’i, /lmu Ushul Figih

17) Sayid Ahmad al-Hasyimi, Mukhtarul Ahadis

18) M. Tholhah Hasan, /slam Dalam Perspektif Sosio Kultural

19) Husein Muhammad, Figh Perempuan

20) Irma Setyo Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak

21)H.S.A Al-Hamdani, Risalah Nikah

22)H. Tbnu Mas’ud, H. Zainal Abidin, Figih Mazhab Syafi’i buku 2

23)H. Tbnu Anshori, Perlindungan Anak Dalam Agama Is/am

24) H. Tbnu Anshori, Perlindungan 'Anak Menurut Perspektif Islam

25)Hasbi ash-Shiddiqi, Falsafah Hukum Islam

26) Moh. Nazir, Metode Penelitian

27) Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab

28) Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia.

29) Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, UU
Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Is/am.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data dengan
menelaah arsip Pengadilan Agama Jombang yang dalan hal ini adalah sebuah
penetapan No. 24/Pdt.P/2008/PA.Jbg. > Selain itu wawancara juga merupakan
salah satu dari teknik dalam pengumulan data dalam penelitian ini, yang
berfungsi sebagai data pendukung terhadap fakta yang terjadi dalam perkara
tersebut.”
4. Teknik Analisis Data N

Sesuai dengan arah studi yang dipilih, maka teknik analisis data
menggunakan metode diskripﬁf, yaitu metode penclitian dengan cara mencari
fakta dengan interpretasi yang tepat gma mempelajari masalah fenomena
pernikahan nikah pada usia anak-anak pada masyarakat jombang yang diketahui
dari penetapan Pengadilan Agama Jombang tentang dispensasi nikah usia dini,
kemudian dari data-data yang dikumpulkan, penulis analisis guna mencari suatu
kesimpulan akhir.2*

Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif,
yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini adalah teori

tentang Pernikahan Usia Dini dan Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak-anak,

ZMoh. Nazir, Metode Penelitian, h. 181.
BIbid h. 238.
2 Ibid, h. 63-64.
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kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang penetapan

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jombang.

. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan
merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini
dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur
pembahasan yang terkandung di dalam skripsi.

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BABI : Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BABII : Mengemukakan landasan teori yang membahas tentang deskripsi
dispensasi nikah usia dini dalam hukum Islam dan Undang-Undang
perlindungan anak, meliputi pengertian, dasar hukum, sebab-sebab
dan syarat-syarat terjadinya dispensasi nikah usia dinj serta
gambaran umum Undang-Undang perlindungan anak dan
pencegahan pemikahan pada usia anak-anak.

BABIII : Memuat tentang deskripsi hasil penelitian, yaitu memuat hasil

penelitian terhadap penetapan Pengadilan Agama Jombang serta
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bagaimana penerapan UU perlindungan anak di Pengadilan Agama
Jombang.

Merupakan analisis data terhadap pertimbangan hakim Pengadilan
Agama Jombang tentang dispensasi nikah usia dini, dan analisis
hukum Islam serta Undang-Undang perlindungan anak nomor 23
tahun 2002 terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Jombang

tentang dispensasi nikah usia dini.

: Penutup. Memuat kesimpulan, yang merupakan rumusan jawaban

yang ringkas atas masalah yang dipertanyakan dalam penelitian,

serta saran-saran.



BABII

MASALAH NIKAH USIA DINI

A. Nikah Usia Dini Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau
hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.
al-Fara’ mengatakan: “an-Nukh” adalah sebutan untuk kemaluan. Disebut
sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri.
Sedangkan al-Azahari mengatakan: akar kata nikah dalam ungkapan bahasa arab
berarti hubungan badan.

Dikatakan pula, bahwa berpasangan itu Jjuga merupakan salah satu dari
makna nikah. Karena, ia menjadi penyebab adanya hubungan badan. sementara
itu al-Farisi mengatakan: “jika mereka mengatakan, bahwa si fulan atau anaknya
fulan menikah, maka yang dimaksud adalah mengadakan akad. Akan tetapi, jika
dikatakan, bahwa ia menikahi istrinya, maka yang dimaksud adalah
berhubungan badan”.?

Menurut aturan Agama, akad nikah harus diucapkan dengan kata-kata

yang sarih yang menunjukkan maksud nikah. Firman Allah:3

;Syikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fikih Wanita, Penerj. M. Abdul Ghoffar EM, h. 396
Ibid, h. 396

*H. Tbnu Mas’ud, H. Zainal Abidin S., Figih Madzhab Syafi*i, Buku I b. 250
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AP E R e P AR
T

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,
Maka (kawinilah) scorang saja .....(QS an-Nisa ayat 3)”*

Pasal 1 undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 ditegaskan
mengenai pengertian pernikahan, jalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’

Sementara itu didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa
pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau golfizan untuk mentaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.®

Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang
berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. ‘Al.rtinya seorang lelaki dapat
menguasai perempuan dengan seluruh anggoté badannya untuk mendapatkan
kesenangan atau kepuasan. Sementara ulama Syafi’iyah menyebutkan bahwa
pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawuj, yang
mgnyimpan arti memiliki wati, artinya dengan pernikahan seseorang dapat
memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Di lain pihak ulama

Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung

‘Departemen Agama, Al-Qur’an dan Tepjemahnys, h. 115.
’Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, h. 9.
Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, h. 120.
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arti mut’ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan
menggunakan lafal inkahu atau tazwiju untuk mendapatkan kepuasan, artinya
seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan
sebaliknya.’

Dari beberapa pengertian nikah tersebut diatas maka dapat dikemukan
bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita
atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak
lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk
menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling
membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.®
2. Hukum Melakukan Pemnikahan

Berdasarkan perintah nikah.dari beberapa ayat-ayat al-Qur’an dan hadits
Nabi, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah. Menurut
Jjumhur ulama, nikah itu sunnah dan bisa Jjuga menjadi wajib atau haram.

Pernikahan termasuk dalam bidang muamalat, sedang kaidah dasar
muamalat adalah jbahah (boleh). Oleh karena itu, asal hukum melakukan
pernikahan dilihat dari segi kategori kaidah hukum Islam adalah /bajah (boleh),
Sunnah (kalau dipandang dari pertumbuhan jasmani, keinginan berumah tangga,

kesiapan mental, kesiapan membiayai kehidupan berumah tangga telah benar-

"Slamet Abidin, H. Aminuddin, Figih Munakahat I h. 10-11.
$Ibid, . 11-12.
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benar ada), Wajib (kalau seseorang telah cukup matang untuk berumah tangga,

baik dilihat dari segi pertumbuhan jasmani dan rohani, maupun kesiapan mental,

kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga dan supaya tidak terjerumus

dalam lubang perzinahan), sebagaimana firman-Nya:

s - - ° . - P .
“Mdfﬁ‘("{éi;g" GK&O}&%‘Y&N‘ "il' _q:’j

Artinya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian
(dir) nys, sehingga Allah memampukan mercka dengan karunia-
Nya.......... *(QS.An-Nur: 33)°

Makruh (menurut mazhab Syafi’i ketika yang bersangkutan tidak mampu

memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan suami istri,

dengan catatan dia masih bisa menahan diri dari berbuat zina)'’, Haram

(menurut mazhab Maliki jika dalam pernikahan tersebut dapat membahayakan,

seperti seorang laki-laki yang tidak mampu menafkahi anak istrinya padahal dia

masih bisa menahan diri dari perbuatan zina).'!

3.

Rukun dan syarat pernikahan
Rukun nikah ada lima, yaitu:'?

a. Ada zawuyj(calon suami)

’Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 549.
1% usein Muhammad, Figh Perempuan, h. 99.
" Ibid, . 100.

’H. Tbnu Mas’ud, H. Zainal Abidin, Figih Mazhab Syafi’i buku I, h. 268.
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b. Ada zawujah (calon istri) keduanya adalah pokok untuk mengikat
tali pernikahan

c. Ada wali, yaitu orang yang akan mengawinkan perempuan.

d. Ada saksi

e. Ada ijab Kabul antara wali dan calon suami

Sedangkan syarat-syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan
rukun-rukun-rukun perkawinan, yaitu:

a. Syarat-syarat bagi calon suami. Seorang calon suami yang akan
menikah harus memenuhi empat syarat yaitu, perfama bukan
muhrim dari calon istri, kedua tidak terpaksa artinya atas kemauan
sendiri, ketiga orangnya tertentu atau jelas orangnya, dan keempat
tidak sedang jhram haji.

b. Syarat-syarat bagi calon istri yang akan menikah tidak halangan
syar’i, yaitu, pertama tidak bersuami, kedua bukan mubhrim, ketiga
tidak sedang dalam iddah, keempat merdeka artinya atas kemauan
sendiri, kelima jelas orangnya, dan keenam tidak sedang berihram
haji.

C. Syarat-syarat bagi wali. Untuk menjadi wali nikah seseorang harus
memenuhi beberapa syarat yaitu, pertama laki-laki, kedua dewasa,
ketiga berakal sehat, keempat tidak dipaksa, kelima adil, keenam

tidak sedang ihram haji
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d. Syarat-syarat bagi saksi adalah, pertama laki-laki, kedua baligh,
ketiga berakal sehat, keempat adil, kelima dapat mendengar dan
melihat, keenam bebas artinya tidak dipaksa, ketujuh tidak sedang
ihram haji dan kedelapan memahami bahasa yang dipergunakan
untuk ijab qabul.

e. Syarat-syarat ijab qabul Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi
agar akad jjab gobul itu bisa menjadi sah, yaitu:

* Akad dimulai dengan jjab dan dilanjutkan dengan gobul.
ljab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan
gobul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh
penyebutan jjab, “ saya nikah kan anak saya yang bernama
Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar
tunai”. Lalu jjab nya “ saya terima menikahi anak bapak
yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu
juta rupiah.

* Materi dari ijab dan qobul tidak boleh berbeda, seperti
nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah

- ditentukan.

* Ijab dan gobul harus menggunakan lafad yang jelas dan

terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak

secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata
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sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan
saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui
apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang sorih
(terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata nakaha
atau zawaja, atau terjemahan dari keduanya.

* Ijab dan qobul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan
yang bersifat membatasi masa berlangsungnya
pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk
selama hidupnya, bukan sesaat saja.

®* Ijab dan gobul harus diucapkan secara bersinambungan
tanpa terputus walau sesaat.'>

4. Tujuan Pernikahan

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi dengan kecenderungan seks (Zibido
seksualitas). Oleh karena itu, Allah menyediakan wadah yang legal untuk
terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan.
Akan tetapi pernikahan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan
hasrat biologis tersebut. Kalau hanya itu, maka tujuan pernikahan memiliki nilai
yang sama dengan pernikahan yang dianut biologi yaitu mempertemukan jantan
dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi. Pernikahan

yang diajarkan Islam meliputi multiaspek.

1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 62.
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Dan diantara aspek-aspek terebut antara lain:

a) Aspek personal.
» Penyaluran kebutuhan biologis.

Sebagai sunatullah, manusia selalu hdup berpasangan akibat adanya daya
tarik, nafsu syahwat diantara dua jenis kelamin yang berlainan. Hidup bersama
dan berpasangan tadi tidaklah harus selalu dihubungkan dengan masalah seks
walaupun faktor ini merupakan faktor yang dominan.

e Reproduksi generasi.

Ada orang yang berpendapat bahwa untuk mendapatkan keturunan tidak
perlu selalu melalui pernikahan. Hal ini karena akibat yang ditimbulkan dari
persetubuhan adalah kehamilan yang diakhiri dengan kelahiran keturunan. Akan
tetapi, persetubuhan diluar pernikahan jelas dilarang oleh ajaran Agama Islam.
Oleh karena itu meskipun persetubuhan yang ilegal itu menghasilkan keturuﬁan,
itu dianggap tidak ada. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan yang sah

melalui pernikahan, */ sebagaimana Rastlullah SAW. bersabda:
ol £ 8T & 6 gy

Artinya.
“Nikahkanlah kamu sesunggubnya aku menginginkan darimu umat yang
banyak.”

" 1bid, h. 56.
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Dari pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya
sebaiknya kita memperbanyak dan menikahi wanita yang mampu memberi kita
keturunan yang banyak.

b) Aspek sosial.
* Rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik.

Pernikahan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan
dengan airnya, dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran
gempa. Kalau diamati, pada awalnya mereka yang melakukan pernikahan tidak
saling kenal dan kadangkala mereka mendapatkan pasangan yang berjauhan.
Akan tetapi, tatkala memasuki dpnia pernikahan, mereka begitu menyatu dalam
keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera
kehidupan.

Prof. Dr. Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Isfam Agidah wa Syari’ah
mengumpamakan keluarga sebagai batu-batu dalam tembok suatu bangunan.
Apabila batu-batu itu rapuh karena kualitas batu itu sendiri ataupun karena
kualitas perekatnya, maka akan rapuhlah seluruh bangunan itu. Sebaliknya
apabila batu-batu perekat itu baik, maka kokohlah bangunan tersebut.'’
Keluarga sebagai bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang

sangat besar terhadap bangsa ini sendiri. Jadi, kokoh pula bangsa tersebut, akan

"*Rahman Hakim, Hukum Perkawinaa Islsm, h. 8.



30

tet.api sebaliknya apabila keluarga sebagai fondasi suatu bangsa itu lemah, maka
lemahlah bangsa tersebut.
® Membuat manusia kreatif

Pernikahan juga mengajarkan kepada kita tanggung jawab akan segala
akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih
sayang terhadap keluarga ini timbullah keinginan untuk mengubah keadaan ke
arah lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga selalu
berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorong untuk lebih
kreatif dan produktif, tidak seperti pada masa lajang.

Sikap tersebut akan memberikan dampak yang baik terhadap
lingkungannya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa
bantuan orang lain. Jadi, tatkala berkreasi dan berproduksi, dia pasti akan
melibatkan orang lain. Akibatnya terbentuklah dinamika ﬁﬁbadi—pribadi yang
pada gilirannya mendinamikakan bangsanya.
¢) Aspek ritual.

Banyak contoh dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik yang
menyebutkan adanya kecenderungan manusia untuk melecehkan ikatan
pernikahan mereka untuk kemudian hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau
mereka tergabung dalam kelompok bebas dan menganut faham fee sex.

Mercka menggangap ikatan pernikahan sebagai belenggu kebebasan tidak

lebih sebagai perjanjian biasa, perjanjian hitam di atas putih dan hénya sebagai -
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tertib administrasi belaka. Refrensi yang mereka pakai memang konvensional, .
sebab perundangan mereka menggangap bahwa pernikahan itu tidak lebih
sekedar peristiwa keperdataan artinya bahwa pernikahan itu sama derajatnya
dengan peristiwa keperdataan lainnya. Itulah sebabnya mereka melakukan hal
tersebut tanpa sedikitpun mereka merasa berdosa.'® Menurut mereka pernikahan
itu bukan suatu yang berkaitan dengan perintah Tuhannya, kondisi ini kemudian
diperparah dan dilegalisasikannya oleh ketentuan yang mengatakan bahwa
hubungan seksual diluar pernikahan selama dilakukan atas dasar kerelaan dan
tanpa unsur paksaan adalah biasa, bukan suatu kejahatan dan bukan suatu
pelanggaran, selama tidak ada seorang pun yang merasa dirugikan.

Dalam agama Islam pelampjasan kebutuhan biologis hanya dibolehkan
melalui satu cara yaitu pernikahan. Penyaluran kebutuhan biologis diluar
pernikahan itu adalah dosa besar yang dilarang agama dan patut dipindana
secara berat. Dalam kondisi seperti ini pernikahan pun menjadi wajib
hukumnya.!”

Nabi Mubhammad SAW melarang kita untuk membujang sebagaimana

sabda beliau:

' Ibid, h. 9.
"7 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 119,
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Aﬂ{n‘.}],s;bi telah melarang (umatnya) membujang (melajang terus) dengan
larangan yang keras.”'*

Perintah Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan pernikahan dan
melarang membujang terus-menerus sangat beralasan. Karena libido seksualitas
merupakan fitrah kemanusiaan dan juga makhluk hidup lainnya yang melekat
dalam diri setiap makhluk hidup yang suatu saat akan mendesak penyalurannya.
Bagi manusia penyaluaraan itu hanya ada satu jalan yaitu pernikahan, sedangkan
penyaluran di luar itu sangat dibenci Islam. |
d) Aspek moral.

Seperti telah kita ketahui bahwa libido seksualitas pada dasamya adalah
suatu fitrah kemanusiaan dan juga fitrah bagi makhluk hidup lainnya, sama-
sama memerlukan pelampiasan terhadap lawan jenisnya, jadi dari segi
kebutuhan biologis, manusia dan hewan mempunyai kepentingan yang sama.
'Adapun yang membedakannya yaitu pelaksanaan kebutuhan tersebut, karena
manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, moralitas

sedangkan hewan tidak dituntut demikian. Jadi pemnikahan adalah garis yang

membedakan manusia dengan hewan untuk menyalurkan kepentingan yang

sama.w

"*Sayid Ahmad al-Hasyimi, Mukhtarul Ahadis, h. 517.
% 1bid, b. 120.
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e) Aspek kultural.

Pernikahan disamping membedakan manusia dengan hewan, juga
membedakan antara manusia yang beradab dengan manusia yang biadab, ada
juga manusia yang primitif dan manusia modern. Walaupun pada dunia primitif
mungkin terdapat aturan-aturan pernikahan, dipastikan aturan-aturan kita jauh
lebih baik daripada aturan-aturan mereka. Itu menunjukkan bahwa kita
mempunyai kultur yang lebih baik daripada manusia-manusia primitif,

Apalagi dalam praktek keseluruhan, peristiwa pernikahan sepertinya tidak
cukup dengan persyaratan-persyaratan agama semata. Hampir di seluruh tempat
didunia ini peristiwa keagamaan tersebut selalu dibumbui oleh kultur-kultur
lokal yang syarat dengan simbol. Sesuatu yang oleh Islam dibolehkan selama
tidak mengarah pada hal-hal yang terlarang, bahkan simbol-simbol keagamaan
sering terkubur oleh banyaknya muatan lokal yang mewarnai acara pernikahan,
apalagi setelah acara tersebut mereka lebur dalam pencampuran budaya..20

5. Pernikahan Anak Usia Dini

Menikah adalah merupakan salah satu dari jbadah, banyak manfaat yang
bisa diperoleh dari menikah, seperti dengan menikah kita bisa menjauhkan diri
dari perbuatan zina. Banyak sekali dalil baik al-Qur’an maupun hadis yang

menganjurkan agar manusia untuk menikah. Sabda Nabi Muhammad SAW :

M. Tholhah Hasan, Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural, h. 97.
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Artinya.

“ Wahai para pemuds, barangsiapa yang telah mampu, hendaknya
kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih
menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab puasa
akan menjadi perisai bagimu. (H.R. Jamaah) ” !

Hadits tersebut mengandung seruan untuk menikah bagi “para pemuda”
(asy-Syabab), bukan orang dewasa (ar-Rijal) atau orang tua (asy -Syu,ﬁkb).
Hanya saja servan itu tidak disertai indikasi (qarinah) ke arah hukum wajib,
maka seruan itu adalah seruan yang tidak bersifat harus (thalab gairu jazim),
alias sunnah (mandub).?

Menurut kitab-kitab figh klasik atau yang biasa dikenal dengan istilah
“kitab kuning” menyebut perkawinan muda/pernikahan dini dengan istilah nikah
ash-Shaghir/ash-Shaghirah.  Sementara  kitab-kitab figh  kontemporer
menyebutnya dengan istilah az-zawaj al-mubakkir (perkawinan dini).

Shagir/Shaghirah, secara literatur berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud
disini adalah laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Pada anak lak-laki,

ketentuan baligh tersebut ditandai dengan iAtilam, yaitu keluamya sperma (air

mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sementara pada anak

2'Sayid Ahmad al-Hasyimi, Mukhtarul Ahadis, h. 517.
2HSA Al Hamdani , Risalah Nikah, h. 5.
®Husein Muhammad, Figh Perempuan, h. 89.
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perempuan, ketentuan baligh ini ditandai dengan menstruasi atau haid.
Ketentuan baligh bagi anak perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung
(hamil).2*

Mengenai praktek pernikahan dini dalam Islam telah lama dilakukan baik
oleh para sahabat-sahabat Rasulullah maupun oleh Rastlullih SAW. sendiri.
Pernikahan usia dini dilakukan Rasulullah SAW. ketika menikah dengan
‘A’isyah  ketika berumur 6 tahun yang kemudian beliau kumpuli setelah

berumur 9 tahun, hal ini terdapat pada hadist riwayat al-Bukhari:

20 So.s .
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Artinya:

“ Disampikan kepada kami (al-Bukhari) oleh ‘Ubaid ibn Ismail, Yang
mendengar dari Aby Usamah, dari Hisyam, dari ayahnya (vang bernama
‘Urwah) yang berkata, ‘Khadijah meninggal dunia tiga tahun sebelum Nabi
saw. Hijrah ke Madinah, dan Nabi menduda selama dva tahun atau
mendekati dua tahun sebelum hijrah, setelah itu ‘A’isyah menikah (dengan
Nabi) pada umur enam tahun dan tinggal serumah (sengan Nabi SAW,)
tatkala ia berumur sembilan tahun. ”% :

Hadis ini merupakan laporan tentang pernikahan ‘A‘isyah dengan

Rasulullah SAW. oleh Hisyam (ibn ‘Urwah ibn Zubair ibn ‘Awwam), buyut

24 .
1bid, h. 90. 3
®Shahih al-Bukhari, Jilid IV, Kitab Manaqib Anshar, Bab Perkawinan ‘A’isyah. No. 3896,
h. 252
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kbafifah pertama Abu Bakar Shiddiq r.a. ibu ‘Urwah adalah kakak ‘A’isyah yang
bernama Asma’. Keduanya putri Abu Bakar r.a.2

Mengenai kebenaran hadis ini para ahli hadis memberi pendapat
diantaranya adalah ibn hajar dan adz-dzahabi di mana mereka mengatakan
bahwa riwayat-riwayat Hisyam ibn ‘Urwah yang mengatakan *‘A‘isyah menikah
dengan Nabi pada umur 6 (enam) tahun dan kumpul dengan dengan Nabi
sebagai suami istri pada umur 9 (sembilan) tahun adalah riwayat lemah kerena
Hisyam tatkala menyampaikan riwayat itu sudah “pikun”.?’

Bahkan murid-muridnya (Imam Malik ibn Anas dan imam Abu Hanifah)
Hisyam sendiri yang tinggal di Madinah tidak mengakui dan tidak mengutip
riwayat-riwayat yang disampaikan Hisyam ketika ia berada di Iraq, salah
satunya adalah riwayat terkait pernikahan ‘A‘isyah dengan Rastlullah SAW.
tersebut.?® |

Dibagian lain, al-Bukhari melaporkan juga berita yang disampaikan
Hisyam tentang upacara penyerahan ‘A’isyah kepada Nabi, di Madinah setelah

tiga tahun pernikahan,? yang dijelaskan dalam hadis berikut:
@3@&5"3{&(@&%&& ‘}'-U‘gfw?*}:*g-'-*’-

m&&@&;m‘;ﬁ;;giazmj;:gig;j;: O RV

*0. Hashiem, Benarkah ‘A’isyah Menikah Dengan Rasulillih SAW, Di Usia Dini, h. 47.
7 Ibid, h. 81.
2 Ibid, h. 82.
®Ibid, h. 47.
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Artinya.

“Disampaikan kepada kami oleh Farwah ibn AbI Mighra’ dari ‘Alf ibn
Manshur dari Hisyam, dari ayahnya dari ‘A’isyah r.a. Yang berkata,

‘Nabi SAW. menikahiku ketika aku adalah seorang anak berumur enam
tahun’

Kami hijrah ke Madinah dan turun di rumah klan Harits ibn Khazaj. Aku
demam, rambutku rontok dan terurai yang kemudian hari tumbuh lagi
sampai ke pundak.

Maka datanglah ibuku, Ummu Ruman, ketika aku berada dalam ayunan
bersama sahabat-sahabatku. Ibuku berseru memanggilku dan aku
mendatanginya tanpa mengetahui spa yang dikehendakinya dariku. Ia
memegang tanganku sampai ia menghentikanku di depan pintu rumah. Aku
tersengal-sengal. Kemudian ia mengambil air dan mengusap wajah dan
kepalaku. Lalu ia memasukkanku kerumah. Dalam rumah terdapat kaum
wanita Anshar yang berkata, mudah-mudahan Allih memberi kebaikan,
berkah dan keburuntungan. ‘Dan ia menyerahkanku kepada kaum wanita itu
untuk mengatur urusanku. Tak disangka-sangka Rasulullah mendatangiku

pada pagi harinya. Ibuku menyerabkanku kepada Rasulvllah. Umurku kala
itu sembilan tahun.”*°

**Shahih al-Bukhari, Jilid IV, Kitab Managib Anshir, Bab Perkawinan ‘A isyah. No. 3896,
h. 251-252.
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Contoh lain pernikahan pada usia anak-anak adalah ‘AR bin Abi Thalib
mengawinkan anak perempuannya yang bernama Ummi kulsum dengan Umar
bin Khathab, saat itu Ummi Kultsum masih muda.®' Kakek Rasiilullah SAW.
(Abdul Muthalib) yang menikah dengan Halah binti Ummu Aminah pada hari di
mana Abdullah, anak beliau yang terkecil menikah dengan seorang gadis seusia
Halah, yaitu Aniinah binti Wahab. ‘Umar bin Khaththab menikah dengan anak
perempuan ‘Ali bin Abi Thalib, sedang ia sebaya denga usia kakeknya, ‘Umar
bin Khaththab menawarkan anak perempuannya Hafsah kepada Abu Bakar as-
Siddiq, yang mana jarak usia keduanya tak jauh berbeda dengan usia Rasulullah
SAW. dengan usia ‘A‘isyah, >

Diriwayatkan oleh Umar bin Salim dari Ubay bin Ka’ab, dia berkata, “aku
berkata kepada Rasilullah SAW. scbagian manusia dari penduduk Madinah,
ketika turun sebuah ayat dalam surat al-Baqarah tentang ‘iddah perempuan,
mereka berkata: dalam ‘iddah perempuan ada sekelompok wanita yang belum
disebutkan oleh al-Qur’an, yaitu anak-anak perempuan, wanita lanjut usia,
mereka yang telah berhenti haid (menopause) dan wanita hamil.® Rasulullah

berkata, maka turun ayat mengenai wanita yang masih anak-anak:

*Ton Qudamah, ai-Mughni, Juz VI, h. 487.
Ummu Aisyah, ‘A’isyah Saja Nikah Dini, h. 81.
3 Ibid, h. 29-30.
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An‘ibya

“Perempuan-prempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara
Istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), maka
‘iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan
yang tidak haid, (ath-Thalaq ayat 4)”**

Ayat ini berbicara menganai masa %ddah (masa menunggu) bagi
perempuan-perempuan yang sudah menopause dan bagi perempuan-perempuan
yang belum haid. Masa %ddah bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga
bulan. Secara tidak langsung, ayat ini juga mengandung pengertian bahwa
pernikahan bisa dilaksanakan pada perempuan belia (usia muda) karena “iddah
hanya bisa dikenakan kepada orang-orang yang sudah menikah dan bercerai.3’

Dalam tafsir ayat tersebut, al-Qurthubi berkata ayat “dan begitu (pula)
perempuan-perempuan yang tidak haid”, adalah mereka yang masih kecil atau
anak-anak: Untuk mereka ditentukan tenggang ‘iddah berkisar 3 (tiga) bulan.*

Dalam kitab akUmm imam Syafi”l berpendapat bahwa tidak boleh

dikawinkan anak perempuan yang masih kecil, yang belum dewasa, oleh

¥Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 946.
**Husein Muhammad, Figh Perempuan, h. 91.
% Ibid, h. 30.



40

seseorang, selain oleh bapak atau kakek. Kalau dikawinkan juga maka
perkawinan itu dibatalkan.’
6. Batas Usia Dalam Pernikahan

Islam mengenai masalah pernikahan dini yang dalam nas al-Qur’an dan as-
Sunnah tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal
seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan.

Ulama figh klasik juga tidak memberi batasan yang begitu tegas tentang
batas umur (baligh) tersebut. Secara global ulama figh hanya mensyaratkan
adanya faktor kedewasaan antara kedua pihak tanpa adanya rincian yang sangat

jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk batas

umur.”

Akan tetapi menurut mayoritas ahli figih sepakat jika batasan baligh itu
ditentukan dengan hitungan tahun maka batas usia minimal dalam pernikahan
adalah 15 tahun sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat batas usia minimal
tersebut adalah 17/18 tahun.”®

Ibn Syubrumah, Abii Bakar al-Ashim, dan Utsman al-Batti memiliki
pandangan lain yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama diatas. Mereka
berpandangan bahwa laki-laki ataupun perempuan tidak bisa dinikahkan
sebelum mereka mencapai usia baligh dan melalui persetujuan dari yang

berkepentingan secara eksplisit dalam hal ini adalah anak yang akan dinikahkan

Imam Syafi’i, A/-Umm, jilid VII, penerj. H. Ismail Yakub, h. 170.
*Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mdzhab, h. 317-318.
3Husein Mubammad, Figh Perempuan, h. 90.
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tersebut.** Dasar hukum yang mereka pakai adalah al-Qur’an surat an-Nisa ayat

6 yang berbunyi:
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Artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cukup cerdas (pandai
memelihara harta) maka serabkanlah kepada mereka harta-hartan ya. (QS.
an-Nisa ayat 6).”"

Menurut mereka jika anak-anak belum cukup umur boleh dinikahkan
sebelum berusia baligh maka apa jadinya arti ayat ini. Selain itu mereka juga

belum membutuhkan untuk kawin. Ibnu Syubrumah, lebih lanjut, mengatakan:*?

05 by als 2 W i YT 25 Y
Artinya:
“Ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih
kecil, kecuali apabila telah baligh dan mengizinkan.”

Selanjutnya, mengenai kasus perkawinan Rasulullah SAW. Dengan
‘A‘isyah, ibn Syubrimah berpendapat bahawa hal itu merupkan hal yang tidak

bisa dijadikan Auyjjzh (alasan), karena pernikahan tersebut merupakan

“ Ibid, h. 94.
“ Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.115.
“Husein Muhammad, Figh Perempuan, h 95.
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perkecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi sendiri yang tidak bisa
diberlakukan bagi umatnya.*®

Mengenai pernikahan dini, Imam al-Ghazali menekankan agar seorang istri
harus terlepas dari hambatan yang menyebabkan tidak halal untuk dikawini oleh

seorang calon suami, yaitu dalam kalimat:
20 L] - P ”: 4. ° 2 . 0. -’
t}lﬂ\azvtg;&éﬁya;;;guﬁut

Artinya:
Sescorang janda yang belum cukup umur (belum dewasa, baligh)
dalam kedewasaannya ini tidak sah nikahnya kecuali setelah baligh.*
Dalam kalamat ini menjelaskan bahwa al-Ghazili sangat menekankan
pernikahan dilaksanakan ketika seorang calon suami-istri ini harus baligh. al-
Ghazali tidak menentukan batas usia secara jelas akan tetapi hanya memberikan
batasan baligh yaitu ditandai dengan tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan
bukti balighnya seseorang.*
Akan tetapi imam Syafi’] yang merupakan pelopor mazhab yang diikuti
Al-Ghazali, dalam hal ini (batas usia dewasa) membatasi usia baligh untuk laki-

laki dan perempuan adalah 15 tahun.*

® Ibid, h. 95.

“Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali,/hya’ Ulum al-Din, Juz IT, h. 40.
*Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Madzkab, h. 317.

Ibid, h. 317.



43

Pemerintah mesir memberikan batasan umur untuk dapat melangsungkan
perkawinan secara resmi. Seorang pemuda baru dapat menikah setelah berusia
18 tahun sedang untuk perempuan sekurang-kurangnya berusia 16 tahun.*’

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia mengemukakan bahwa batas
usia pernikahan ada pada Pasal 7 UU perkawinan yang menjelaskan bahwa
perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan
pihak wanita 16 tahun.*® Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebufkan mengenai
batasan usia dalam pernikahan adalah sesuai dengan UU Perkawinan No. 1
tahun 1974 pasal 7.%

UU perlindungan anak yang mana disebutkan dalam pasal 26 (c), bahwa
orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas pencegahan terjadinya
perkawinan pada usia anak-anak,”® sedangkan anak-anak yang dimaksud dalam
Undang-Undang perlindungan anak ini di terangkan dalam pasal 1 (satu) yaitu
seorang yang berusia belum 18 tahun termasuk anak yang masih dalam
kandungan. Jadi dalam UU perlindungan anak ini batas usia pernikahan adalah
18 tahun baik pria maupun wanita.

Dari beberapa ketéfangan tadi dapat diambil benang merah bahwasanya
upaya pendewasaan usia kawin sampai cukup dewasa agar mencapai

kematangan fisik dan psikologi adalah suatu ikhtiyar manusia yang patut

“"H.S.A. al-Khamdani, Risalah Nikah, h. 78.

“®Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, h. 8.

“ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15,

* Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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dihargai dan dapat dipertanggung jawabkan, kecuali ada faktor-faktor lain yang
meyebabkan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan harus
dipercepat guna memeliharanya dari dosa yang akan membawa akibat lebih

buruk bagi calon suami-istri tersebut.

B. Pencegahan Pemikahan Usia Anak-Anak Menurut Undang-Undang
Perlindungan Anak
1. Gambaran Umum Undang-Undang Perlindungan Anak
Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang sangat kompleks dan
menimbulkan berbagai macam permasalahan. Permasalahan tersebut tidak selalu
dapat diatasi secara perseorangan, tatapi harus secara bersama-sama dan
penyelesaiannya pun menjadi tanggung jawab kita bersama. Di Indonesia,
perhatian terhadap upaya perlindungan anak sebenarnya telah lama ada sejak
tahun 1920 yang dilakukan oleh ibu Mangunsarkoro melalui Taman Siswa.>!
Perlindungan terhadap amak pada masa sekarang memang sangat
dibutuhkan n,;engingat i;anyaknya pelecehan maupun tindak kekerasan yang
dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak. Dalam rangka meningkatkan

perlindungan terhadap anak ini perlu pemahaman hak-hak anak yang ada dalam
ketentuan hukum.

5'Erita Narhetali, Yang Terbaik Untuk Anak, http:/fwww.dunia esai.com/pendidikan/pend
31. htm,
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Pengertian perlindungan anak itu sendiri menurut Arif Gosita adalah suatu
hasil interaksi karena adanya inferrelasi antara fenomena yang ada dan saling
mempengaruhi. oleh sebab itu apabila kita ingin mengetahui baik tentang
adanya perlindungan anak, terjadinya perlindungan, baik atau buruknya
perlindungan anak, maupun tepat atau tidaknya perlindungan anak, maka kita
harus memperhatikan fenomena mana yang relevan dan mempunyai peran
penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.>

~ Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak dan remaja
menjadi salah satu tujuan pembangunan, hal itu dapat diketahui dalam Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang mana disadari bahwa dalam proses
pembangunan akibat tidak adanya perlindungan anak, akan menimbulkan
masalah sosial yang sangat mengganggu jalannya pembangunan itu sendiri dan
menggangu ketertiban serta keamanan, >

Perlindungan anak yang dimaksud adalah perlindungan ayang meliputi dua
aspek antara lain: pertama perlindungan yang bersifat yuridis yaitu menyangkut
semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang
anak, semua arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan aﬁak baik
dibidang hukum publik maupun dalan bidang hukum keperdataan. Kedus,

perlindungan yang bersifat non-yuridis yaitu menyangkut segala macam aspek

*2Soemitro Ima Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, h. 15.
% Ibid, h. 16.
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kehidupan anak, baik dibidang sosial, kesehatan, pendidikan maupun lainnya
yang dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum pengakuan hak-
hak anak telah banyak telah banyak dikemukakan oleh Undang-Undang
(sebelum dibentuknya Undang-Undang perlindungan anak) diantaranya dalam
Undang-Undang dasar 45, KUHPer, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
tentang perkawiinan dan Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang
kesejahteraan anak yang diantaranya saling berhubungan dan menguatkan.

Dalam pandangan Islam, perlindungan anak memiliki makna fundamental,
yaitu sebagai basis nilai dan paradigma untuk melakukan perubahan nasib anak,
serta sebagai pendekatan komprehensif bagi manusia dalam pendidikan rohani,
pembinaan generasi, pembentukan umat, dan pembangunan budaya, serta
penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan peradaban (madaniyah). Semua ini
dimaksudkan agar perjuangan penyelamatan manusia dari kegelapan,
kebodohan, kesesatan dan kekacauan menuju cahaya kebenaran Allah.**

Hekekat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakkan kasih
sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian
perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian
halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang

dianugerahkan oleh Allah SWT. didalam hati kedua orang tua yaitu berupa

Y. Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Dalam Agama Islam  h. 1.
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sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua
kebutuhan hak-hak dasamya sehingga anak dapat hidup, tumbuh berkembang
dan berpartisipasi secara optimal serta melindungai anak dari setiap tindakan
kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan
martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah.*

Menurut Anshori ada empat persoalan anak yang perlu mendapat perhatian
khusus yaitu; pertama, pendidikan anak. Kedus kesehatan anak. Ketiga,
pekerjaan anak. Keempat, anak-anak di daerah konflik dan bencana seperti
Ambon, poso, aceh dan lainnya.56

Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ditetapkan
pada tanggal 22 oktober 2002 dan dimuat dalam lembaran Negara republik
Indonesia No. 109 Tahun 2002. Secara keseluruhan Undang-Undang ini, terdiri
dari 14 (empat belas) bab dan tersusun atas 93 (sembilan puluh tiga) pasal,
adapun bab yang diatﬁr meliputi: |
a. BablI tentang ketentuan umum, pasal 1
b. Bab II tentang asas dan tujuan, pasal 2 dan pasal 3
c. Bab III tentang hak dan kewajiban anak, pasal 4-19
‘d. Bab IV tentang kewajiban dan tanggung jawab bagian kesatu umum pasal

20, bagian kedua kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah

pasal 21-24, bagian ketiga kewajiban dan tanggung jawab masyarakat pasal

5 Ibid, h. 13
%6 H. Tbnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif slam , h. 6-7.
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25, bagian keempat kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua
pasal 26

e. Bab V tentang keduudukan anak, bagian keseatu tentang identitas anak,
pasal 27 dan 28. Bagian kedua anak dilahirkan dari perkawinan campuran
pasal 27

f. Bab VI tentang kuasa asuh, pasal 30-32

g. Bab VII tentang perwalian, pasal 33-36

h. Bab VI tentang pengasuhan dan perlindﬁngan anak, Pasal 37-41

i. BabIX tentang penyelenggaraan perlindungan, pasal 42-71

j. Bab X tentang peran masyarakat, pasal 72-73

k. Bab XI tentang komisi perlindungan anak, pasal 74-76

1. Bab XII tentang ketentuan pidana, pasal 77- 90

m. Bab XIII tentang ketentuan peralihan, pasal 91

n. Bab XIV tentang penutup, pasal 92- 93

Dalam Undang-Undang perlindungan anak, anak mempunyai empat hak
dasar, yaitu:>’ | |
a. Hak hidup.

b. Hak tumbuh kembang.
b. Hak partisipasi.

c. Hak perlindungan.

$'Soka Handinah Katjasungkana, Memutus Mata Rantai Kekerasan Terhadsp Perempuan:
Perempuan dan Kekerasan, h. 15,
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2. Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak-Anak

Anak karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangannya
baik fisik mental maupn intelektualnya perlu mendapat perawatan, bimbingan
dan perlindungan. Perlindungan anak dalam segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungai anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*®

Mengenai penyelengara perlindungan anak  ini undang-undang
perlindungan anak menjelaskan merupakan kewajiban dan tanggung jawab
Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.”

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam memberikan
perlindungan anak adalah perrama, mengasuh, memelihara, mendidik dan
melindungi anak. Kedus, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan
kemampuan, bakat dan minatnya. Ketiga, mencegah terjadinya
perkawinan/pernikahan pada usia anak-anak.® Jika dalam hal ini orang tua tidak
diketahui keberadaannya atau karena suatu ‘sebab tidak dapat melaksanakan
kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi anak tersebut, maka
kewajiban dan tanggung jawab itu berpindah kepada keluarga yang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.®'

”Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 26
% Ibid, pasal 20.

%H. Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam , h.17-18.
*'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 ayat 2.



50

Mengenai pencegahan pernikahan pada usia anak-anak (pernikahan dinj)
terdapat pada pasal 26 ayat 1 (c) yaitu, disebutkan bahwa:

“ Orang fva berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah
terjadinya perkawinan pada usia anak-anak *%

Kategori anak disini lebih jelasnya diterangkan pada pasal 1 undang-
undang tersebut, yang berbunyi:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan 53

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa orang tua yang tidak mencegah
terjadinya pernikahan pada usia anak-anak adalah sesuatu yang masuk pada
kategori pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Pasal 77-90 menyatakan bahwa bagi setiap orang yang melakukan
diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran,
kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, atau
penganiayaan terhadap anak, dipidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun,
sebanyak-banyak 20 (dua puluh) téhun dan/atau denda sedikitnya Rp.
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun jika pelakunya adalah orang tua,

wali atau pengasuh anak, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

aUndang-undzmg No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 (c).
S Ibid, pasal 1.

%Soka Handinah Katjasungkana, Perempuan dan Kekerasan, h. 15.
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Dalam pasal 78 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ini

dikatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam
situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak Yyang berhadapan
dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang
tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak Yyang diperdagangkan,
anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psiokotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak penculikan, anak korban
perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu,

dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda Dpaling
banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”®
Mengenai penjelasan pasal dalam ketentuan pidana ini yang perlu kita
garis bawahi adalah pada kalimat “setiap orang yang mengetahui dan sengaja
membiarkan anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, di
kenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Sehingga jika ada orang tua yang
dengan sengaja menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dapat
dikategorikan sebagai orang yang bisa dikenakan sanksi pada pasal 78 UU
perlindungan anak tersebut, karena sudah membiarkan seorang anak

tereksploitasi secara seksual.

%*Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 78.
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A. Deskripsi Isi Penetapan Dispensasi Nikah Usia Dini Dalam Penetapan |

Pengadilan Agama Jombang

Dalam pemikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing
pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu dari persyaratan pernikahan
adalah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum
Islam):

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan
belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun™

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam
pasal 7 undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya
berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Namun dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu
untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang

yang sudah dewasa, agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal

tertentu. Oleh karena itu dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang

'Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1,
*KHI (Kompilasi Hukum Islam), pasal 15 ayat 1.
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proses persamaan status bagi anak yang belum dewasa dengan orang yang sudah
dewasa yaitu melalui proses “dispensasi nikah”.
Dispensasi nikah ini sendiri mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan

UU perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 (2).

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua oarang
tua pihak pria maupun pihak wanita.” 3

Oleh karena itu orang tua dari calon mempelai wanita mengajukan perkara
tersebut ke Pengadilan Agama Jombang dengan harapan anaknya dapat
mendapatkan izin menikah sesuai dengan peraturan per-UU-an yang berlaku di
Indonesia.

. Sebab-Sebab Dispensai Nikah

Untuk melangsungkan perkawinan anak yang masih dibawah umur harus
mendapatkan dispensasi di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat
tinggalnya. Dispensasi nikah selain diatur dalam UU perkawinan juga diatur
dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 tahun 1975, yaitu:*

a. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan
belas) dan calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun
hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi di
Pengadilan Agama.

b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1)
pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

3 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 2.
* PMA (Peraturan Menteri Agama) nomor 3 tahun 1975,
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c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan
berkeyakinan bahwa terhadap hal-hal yang memungkinkan untuk
memberikan  dispensasi nikah tersebut, maka Pengadilan Agama
memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk
memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.
Pengadilan Agama tidak begitu saja memberikan dispensasi, jika
memang keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan pernikahan
dan sekiranya masih dapat di tunda, maka pengadila Agama dapat
menolaknya sampai mempelai mencapai umur yang di tetapkan oleh
Undang-Undang untuk melakukan pernikahan.

Keadaan yang tidak memungkinkan (poin d) disini maksudnya adalah
keadaan yang jika pernikahan tersebut tidak dilakukan, maka dikhawatirkan

akan menimbulkan bahaya (dhorurat) yang lebih besar, seperti zina.

Seperti kasus di bawah ini:

Calon suami : Sandi bin Somat (19 tahun)

Calon istri : Cicik Sugiarti binti Kodir (13 tahun 9,5
bulan)

Pemohon : Kodir bin Kayun (50 tahun) dan Simah binti
Seger

Dalam kasus ini yang jadi permasalahan adalah dari persyaratan
pernikahan yang belum terpenuhi menurut per-UU-an yang berlaku yaitu calon
mempelai wanita yang belum genap berusia 16 (enam belas) tahun, karena
seperti yang dipaparkan diatas tadi menurut UU perkawinan No. 1 tahun 1974
pasal 7 (1), pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun,
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Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama
karena hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya (Sandi bin Somat).
Setelah meneliti dan menimbang, diberi nasehat agar menikah setelah cukup
umur, namun tidak berhasil dan tetap berkeinginan menikah segera. Akhirnya
Pengadilan Agama memberikan izin karena beralasan:

1. Antara keduanya Sandi bin Somat dan Cicik Sugiarti binti Kodir
sudah sangat akrab, bahkan sudah bertunangan selama satu tahun,
bila tidak segera di nikahkan khawatir akan terjadi kerusakan
(madharaf) yang lebih besar.

2. Pihak calon suami sudah mempunyaﬁ penghasilan tetap sebesar Rp.
900.000,- tiap bulannya.

3. Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon dan calon suaminya

sudah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka majelis
hakim berpendapat jika menunda-nunda pernikahan tersebut hingga
anak pemohon berusia 16 (enam belas) tahun, kerusakan akan lebih
besar dari manfaatnya, karenanya penolakan pernikahan oleh KUA
(Kantor Urusan Agama) kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang

tersebut harus dikesampingkan dan permohonan pemohon dapat

dikabulkan.
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B. Deskripsi Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam
Menetapkan Dispensasi Nikah

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya

seputar tataran teori, maksudnya ada beberapa pertimbangan diantaranya adalah

seperti faktor lingkungan, adat, sosio-kultur, dan lain sebagainya. Dalam perkara

dispensasi nikah anak usia dini di sini, majelis hakim memberikan pertimbangan
sebagaimana kaidah fighiyah yang berbunyi :

el i o 5 i 3

Artinya:
“Menolak kerusakan di dahulukan daripada memenuhi kemaslahatan’®

Kaidah ini merupakan cabang (furu) dari kaidah yang berbunyi:
It

Artinya,
“Suatu kerusakan atau kemafSadatan itu dihilangkan®

Kaidah ini merupakan penunjukkan bﬁwa berbuat kerusakan itu tidak
dibolehkan dalam ajaran agama Islam,’ menurut bapak Zamroni dasar
pertimbangan menggunakan kaidah tersebut harus disesuaikan dengan fakta
yang terjadi dilapangan karena tidak sedikit dari pemohon yang berusaha
menutupi-nutupi mengenai alasan kenapa mereka mengajukan dispensasi nikah,
jadi bakim disini dituntut harus lebih jeli dalam mempertimbangkan apakah
dampak dari pengabulan dispensasi nikah itu benar-benar untuk kepentingan

Rachmat Syafe’i, Jimy Ushul Figih, h. 290.
SIbid, h. 287.
Ibid, h. 287.
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semua pihak yang terkait terutama kepentingan anak sebagai orang yang akan
menjalani bahtera rumah tangga tersebut.?

Mengenai pelaksanaan Undang-Undang perlindungan anak yang dilakukan
di Pengadilan Agama Jombang khususnya dalam perkara dispensasi nikah adalah
mengacu "i?da teori di mana hakim (kasus perdata) harus bersikap pasif,
maksudnya adalah selama tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa akibat
dari dispensasi tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang perlindungan
anak maka hakim dalam memutuskan perkara tidak bisa mengambil
pertimbangan dari Undang-Undang itu. °

Menurut bapak Zamroni terkait pelaksanaan Undang-Undang perlindungan
anak di Pengadilan Agama Jombang khususnya, sesuai dengan asas yang
disinggung di atas, bahwa dalam memutuskan perkara tentang dispensasi nikah
hakim tidak memasukkan Undang-Undang perlindungan anak sebagai salah satu
pertimbangan selama tidak ada komplain dari yang bersangkutan atau tidak ada
pihak yang merasa dirugikan. '°

Dalam hal perlindungan anak sendiri biasanya hakim hanya bisa
menghimbau dengan arahan-arahan, baik kepada wali dari anak yang belum
cukup umur tersebut maupun kepada yang bersangkutan langsung. Himbauan
tersebut berupa penegasan-penegasan bahwasannya keputusan yang mereka

ambil sudah dipikirkan baik buruknya ke depan.!!

*Wawancara dengan bapak Drs. H. Zamroni, di kantor ruang hakim Pengadilan Agama
Jombang, Selasa 12 Januari 2010 jam 13.30-14.00 WIB.

*Ibid,

1 1id.

Y 1bid.



BABIV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP

PENETAPAN DISPENSASI NIKAH USIA DINI

A. Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Usia Dini PA Jombang

Keterkaitan dispensasi nikah dengan UU perkawinan ini adalah merupakan
antisipasi terhadap eksploitasi anak, karena latar belakang adanya dispensasi
nikah sendiri dalam UU perkawinan adalah untuk menekan angka pernikahan
anak-anak yang isunya bergulir sejak sekitar tahun 1920-an.’

Dispensasi nikah ini secara jelas tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974
tentang perkawinan yang berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan terthadap ayat (1) pasal ini dapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang
tua pihak pria maupun pihak wanita.” 2

Dalam penetapan dispensasi nikah usia dini penulis bahwa dari segi hukum
acara berperkara, hal ini bisa kita lihat dari salinan penetapan perkara tersebut
bahwa mejelis hakim dalam memberikan putusan sudah sesuai, seperti beberapa

persyaratan mengajukan dispensasi nikah tersebut sudah tepenuhi. Namun jika

'Ratna Batara Munti, Hindun Anisah, Posisi Perempusn Dalam Hukum Islam Di Indonesia,
h. 53,

2Undang-lmdang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 2.
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melihat dari substansi penetapan tersebut penulis melihat bahwa masih ada
beberapa hal yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan
dispensasi nikah tersebut diantaranya, harus benar-benar ada bukti yang
menyebutkan bahwa jika pernikahan tersebut tidak segera dilakukan maka
berindikasi buruk terhadap anak.

Jika permasalahan dispensasi nikah ini dikaitkan dengan penetapan
Pengadilan Agama No. 24/Pdt.P/2008/PA.Jbg. maka bisa dikatakan bahwa
hakim dalam memutuskan perkara tersebut juga merupakan salah satu bentuk
ijtihad dalam menemukan hukum terhadap suatu permasalahan yang terjadi,
dalam hal ini adalah permohonan dispensasi nikah oleh orang tua dari calon
. mempelai wanita yang ingin menikahkan anaknya akan\tetapi anaknya masih
belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang perkawinan

dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

. Analisis Dasar Hukum Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Usia Dini
Setiap putusan dari majelis hakim dalam menetapkan suatu perkara yang
masuk ke Pengadilan tentunya melalui proses persidangan yang didalamnya
terdapat langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam hukum acara pradilan.
Didalam proses-proses tersebut salah satunya adalah pengambilan
keputusan dari majelis hakim di mana dalam proses pengambilan keputusan

tersebut majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal baik dari segi fakta-
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fakta yang terjadi di lapangan maupun pertimbangan dasar hukum (Undang-
Undang, KHI, hukum Islam) yang dipakai.

Pada perkara permohonan dispensasi nikah nomor No. 24/Pdt.P/2008/PA.

Jbg. dasar hukum pertimbangan hakim adalah kaidah ushuliyah yang berbunyi :
e P PR

Artinya: ,

“ Menolak kemafsadatan (kerusakan) di dahulukan daripada memenuhi
kemaslahatan®

Dari petimbangan hakim diatas menunjukkan bahwa pertimbangan untuk
mengajukan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua pihak
perempuan maupun pertimbangan hakim, keduanya sama-sama melihat dari sisi
moralitas, kalimat “menolak kemafsadatan” dalam kaidah fighiyah yang
dikemukan sebagai landasan hakim, diartikan secara sempit yakni semata-mata
kerusakan moral, sehingga demi menjaga moralitas ini, mereké-merestlﬁ adanya
permikahan anak usia dini dan mengabaikan dampak yang ditimbulkannya,

Disamping itu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut
adalah dari segi faktor kesanggupan dari kedua mempelai untuk melakukan
pernikahan, faktor alat bukti seperti keterangan saksi-saksi maupun bukti surat
terkait terpenuhinya syarat-syarat pernikahan kedua calon mempelai padahal
jika kita rasionalisasikan bagaimana seorang anak-anak yang belum mengerti

apa itu pernikahan dapat memberikan pernyataan kesanggupan bahwa ia dapat

*Rachmat Syafe’i, Hmu Ushul Figih, h. 290.
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melaksanakan bahtera rumah tangga yang membutuhkan kesiapan baik fisik
maupun mental.

Mengenai pernikahan usia dini ini penulis sepakat dengan pendapat
madzhab Syafi’i, di mana mereka berpendapat bahwa pernikahan termasuk bagi
yang sudah dewasa, menjadi makruh hukumnya ketika yang bersangkutan tidak
mampu me‘menuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan
suami istri, dengan catatan dia masih bisa menahan diri dari berbuat zina.
Bahkan madzhab Maliki mengharamkan perkawinan seseorang laki-laki yang
masih bisa menjaga ditinya dari perbuatan zina, namun tidak bisa menafkahkan
anak istrinya.

Dari keterangan ini, tampak jelas bahwa persoalan paling penting dalam
pernikahan usia dini ini adalah faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada
tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang
tidak dibenarkan oleh agama. Apabila pernikahan usia dini tersebut dapat dapat
menimbulkan kemudaratan, kerusakan, atau keburukan, padahal pada saat yang
sama faktor kekhawatiran akan terjerumus kedalam pergaulan seksual yang
dilarang agama tidak dapat dibuktikan maka pernikahan tersebut tidak dapat

dibenarkan.
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Dari pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya
sebaiknya kita memperbanyak dan menikahi wanita yang mampu memberi kita
keturunan yang banyak.

b) Aspek sosial.
* Rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik.

Pernikahan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan
dengan airya, dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran
gempa. Kalau diamati, pada awalnya mereka yang melakukan pemnikahan tidak
saling kenal dan kadangkala mereka mendapatkan pasangan yang berjauhan.
Akan tetapi, tatkala memasuld dunia pernikahan, mereka begitu menyatu dalam
keharmonisan, bersatu dalam menghadapiﬁtantangan dalam mengarungi bahtera
kehidupan.

Prof. Dr. Mahmud Syaltut dalam bukunya al-fslam Agidah wa Syari‘ak
mengumpamakan keluarga sebagai batu-batu dalam tembok suatu bangunan.
Apabila batu-batu itu rapuh karena kualitas batu itu sendiri ataupun karena
kualitas perekatnya, maka akan rapuhlah seluruh bangunan itu. Sebaliknya
apabila batu-batu perekat itu baik, maka kokohlah bangunan tersebut.'’
Keluarga sebagai bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang

sangat besar terhadap bangsa ini sendiri. Jadi, kokoh pula bangsa tersebut, akan

"*Rahman Hakim, Hukum Perkawinan Islam, h. 8.
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C. Analisis Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Terhadap Dispensasi Nikah Anak Usia Dini

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi dengan kecenderungan seks (libido
seksualitas). Oleh karena itu, Allah menyediakan wadah yang legal untuk
terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan.
Akan tetapi pernikahan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan
hasrat biologis tersebut. Kalau hanya itu, maka tujuan pernikahan memiliki nilai
yang sama dengan pernikahan yang dianut biologi yaitu mempertemukan jantan
dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi.

Dispensasi nikah sendiri tidak dikenal dalam hukum Islam. Seseorang yang
ingin melaksanakan pernﬁkahan dan belum cukup umur tidak harus meminta izin
kepada pemerintah agar dapat melangsungkan pernikahannya, mereka hanya
harus memenuhi beberapa persyaratan dan rukun pernikahan, yang mana jika hal
tersebut tidak terpenuhi maica pernikahan tersebut menjadi batal (tidak sah).
Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah zawyyj (calon suami), Ada zawwjzh
(calon istri) keduanya adalah pokok untuk mengikat tali pemnikahan, Ada wali,
yaitu orang yang akan mengawinkan perempuan, Ada saksi, Ada ijab Kabul
antara wali dan calon suami.

Sedangkan syarat-syarat pernikahan adalah Syarat yang bertalian dengan
rukun-rukun-rukun perkawinan yaitu :
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. (Syarat-syarat bagi calon suami) bukan mahrom dari calon istri, tidak

terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas

orangnya, dan tidak sedang ihram haji.

. (Syarat-syarat bagi calon istri) tidak bersuami, bukan mahrom, tidak sedang

dalam iddah, merdeka artinya atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan

tidak sedang berihfam haji.

- (Syarat-syarat bagi wali) laki-laki, dewasa, berakal sehat, tidak dipaksa, adil,

tidak sedang ihram haji.

. (Syarat-syarat bagi saksi) laki-laki, baligh, berakal sehat, adil, dapat

mendengar dan melihat, bebas artinya tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji

dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab gabul.

- (Syarat-syarat ijab qabul) Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar

akad ijab gobulitu bisa menjadi sah, yaitu: 4

* Akad dimulai dengan jjab dan dilanjutkan dengan gobul.

* Materi dari ijab dan qobul tidak boleh berbeda, seperti nama si
perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.

* Ijab dan gobul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga

dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas.

4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 62.
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® Ijab dan qobul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat
membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan
itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.

® ljab dan gobul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus
walau sesaat.

Menurut mayoritas ulama figh untuk masalah pernikahan, kriteria baligh
(usia) bukan merupakan persyaratan bagi keabsahan suatu pernikahan. Oleil
karena itu menurut mereka pernikahan bagi calon mempelai yang belum berusia
baligh adalah sah-sah saja, apalagi jika mercka melihat bahwa praktek
pernikahan pada usia dini ini telah lama dilakukan oleh para sahabat Nabi
bahkan Nabi sendiri melakukannya ketika menikah dengan ‘A’isyah r.a.

sebagaimana hadis yang diriwayatkan al-Bukhari:
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Artinya:

“Disampikan kepada kami (al-Bukhari) oleh ‘Ubaid ibn Isma 7, yang
mendengar dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari ayahnya (vang bernama
‘Urwal) yang berkata, ‘Khadjjah meninggal dunia tiga tahun sebelum Nabji
saw. Hijrah ke Madinah, dan Nabi menduda selama dua tahun atau
mendekati dua tahun sebelum hijrah, setelah itu ‘A ‘isyah menikah (dengan
Nabi) pada umur enam tahun dan tinggal serumah (sengan Nabi SAW,)
tatkala ia berumur sembilan tahun. >

5Shahih al-Bukhari, Jilid IV, Kitab Manaqib Anshar, Bab Perkawinan ‘I’isyab. No. 3896, h.

252.
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Mengenai kebenara hadis ini para ahli hadis memberi pendapat diantaranya
adalah ibn hajar dan adz-dzahabi di mana mereka mengatakan bahwa riwayat-
riwayat Hisyam ibn ‘Urwah yang mengatakan ‘‘A‘isyah menikah dengan Nabi
pada umur 6 (enam) tahun dan kumpul dengan dengan Nabi sebagai suami istri
pada umur 9 (sembilan) tahun adalah riwayat lemah kerena Hisyam tatkala
menyampaikan riwayat itu sudah “pikun”.%

Bahkan murid-muridnya (Imam Malik ibn Anas dan imam Abd Hanifah)
Hisyam sendiri yang tinggal di Madinah tidak mengakui dan tidak mengutip
riwayat-riwayat yang disampaikan Hisyam ketika ia berada di Iraq, salah
satunya adalah riwayat terkait pernikahan ‘A‘isyah dengan Nabi tersebut.’

Dalam hal boleh tidaknya pernikahan pada usia dini ini pendapat
mayoritas ulama berbeda dengan Ibn Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan
Utsman al-Batti, mereka berpendapat bahwa laki-laki ataupun perempuan tidak
bisa dinikahkan sebelum mereka mencapai usia baligh dan melalui persetujuan
dari yang berkepentingan secéra eksplisit dalam hal ini adalah anak yang akan
dinikahkan tersebut.® Dasar hukum yang mereka pakai adalah al-Qur’an surat

an-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

50. Hashiem, Benarkah ‘A" isyah Menikah Dengan Rasullah Saw Di Usia Dini, h. 81.
" Ibid, h. 82.
$Ibid, h. 94.
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Artinya:

“Dan vjilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin,
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cukup cerdas (pandai
memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartan va. (QS.
An-Nisa ayat 6).”°

Menurut mereka juga, jika anak-anak belum cukup umur boleh dinjkahkan
sebelum berusia baligh maka apa jadinya arti ayat ini. Selain itu mereka juga
belum membutuhkan untuk kawin. Ibnu Syubrumabh, lebih lanjut, mengatakan:'°

o3 U alr & i pdan i N 2&5 5§
Artinya:
“Ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih
kecil, kecuali apabila telah baligh dan mengizinkan,”

Terkait batasan umur dengan ketentuan umur sebenarnya dalam hukum
Islam adalah merupakan jjtihad para ulama ataupun fugaha dalam menjawab
permasalahan kontemporer dalam bidang pernikahan, seperti imam Aba Hanifah

yang berpendapat batas usia minimal tersebut adalah 17 untuk perempuan danl8

tahun untuk laki-laki, sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan asy-

*Departemen Agama, A/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 115.
"®Husein Muhammad, Figh Perempuan, h. 95.
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Syafi’i menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk laki-laki
maupun perempuan.’!

Undang-Undang perlindungan anak adalah merupakan salah satu bentuk
legalitas perlindungan terhadap hak-hak anak. Mengenai pelaksanaannya
memang masih butuh banyak dukungan dari semua aspek baik dari aspek
masyarakat, pemerintah, maupun Negara.

Terkait pelaksanaan Undang-Undang perlindungan anak pada Pengadilan
Agama Jombang disini, yang jadi pertanyaan besar adalah kenapa hakim tidak
menjadikan Undang-Undang perlindungan anak sebagai salah satu dasar
pertimbangan dalam mengambil keputusan, karena dampak yang terjadi akibat
pernikahan tersebut tentunya akan berimbas pada kehidupan anak seperti hak
tumbuh kembang anak-anak menjadi terbatasi karena harus berperan sebagai
istri dan ibu rumah tangga. Disamping itu jika dilihat dari ketentuan per-UU-an,
maka penetapan hakim dalam perkara dispensasi nikah tersebut scharusnya batal
demi hukum karena sejak diberlakukannya UU No. 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak ini, maka setiap perbuatan yang melanggar ketentuan dari
pasal-pasal tersebut maka dapat dikenakan sanksi.

Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Jombang dalam
Pelaksanaan Undang-Undang perlindungan anak ini masih bisa dibilang pasif,

karena memang Undang-Undang ini hanya bisa diterapkan ketika baru ada pihak

" 1bid, h. 90.
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yang merasa dirugikan. Jadi hakim tidak menjadikan Undang-Undang tersebut
sebagai dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara seperti dispensasi nikah
jika tidak ada pihak yang merasa bahwa dalam pernikahan tersebut nantinya
akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Menurut salah satu hakim dari Pengadilan Agama Jombang yaitu bapak
Zamroni mengatakan bahwa dalam setiap perkara-perkara dispensasi nikah
misalnya, jarang sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada dari para pihak tersebut
yang mengatakan merasa keberatan untuk melaksanakan pernikahan apalagi
sampai ada pihak yang merasa dirugikan dari pernikahan itu. Hal ini dikarenakan
mayoritas ketika pemohon akan mengajukan dispensasi nikah sudah dibebankan
pada kekhawatiran akan terjadinya kerusakan seperti perbuatan yang dilarang
oleh agama (zina) walaupun pada akhirnya belum tentu terjadi. Oleh karena itu
keputusan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut dianggap
sebagai keputusan yang terbaik baéi para pihak.

Menurut hemat penulis mengenai pelaksanaan UU perlindungan anak
sendiri di Indonesia sendiri khususnya, kenapa praktek pernikahan dini banyak
terjadi, dikarena kesadaran mengenai dampak dari pernikahan dini masih kurang
tersosialiasasikan dan harus disinkronkan demgan UU perkawinan karena jika
kita teliti telah terjadi benturan ketentuan per-UU-an antara UU perkawinan

dengan UU perlindungan anak tersebut.
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Masyrakat Indonesia biasanya baru menyadari bahwa suatu pernikahan
dapat merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah anak, jika dikemudian
hari dampak negatif dari pernikahan dini tersebut baru benar-benar terjadi, kita
ambil contoh kasus Syekh Puji yang belakangan ini marak diperdebatkan,
walaupun dari segi hukum Islam pernikahan itu sah akan tetapi dari segi
perlindungan anak dia dikenakan sanksi pidana penjara karena dinilai telah
mengeksploitasi anak dari segi éeksuaﬁtas. Orang tua dari Ulfa pun juga
demikian dalam kasus tersebut dinilai telah dengan sengaja membiarkan
terjadinya pernikahan pada usia anak-anak dan dianggap telah melakukan
cksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anaknya sendiri (Ulfa).

Oleh karena itu mereka (orang tua) dapat dikenakan sanksi pidana penjara
paling sedikit 2 (dua) tahun, sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) tahun dan/atau
denda sedikitnya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sebanyak-
banyaknya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan dikenakan pemberatan
hukum karena dalam UU tersebut dikatakan apabila yang melakukan orang tua,
wali atau pengasuh anak, maka pelakunya dikenakan pemberatan hukum.'?

Sebenarmmya masih banyak sekali contoh-contoh konkrit pernikahan usia
dini yang telah terjadi pada masyarakat Indonesia ini, akan tetapi masih sedikit
yang berani melaporkan ataupun meﬁindak secara tegas terhadap pernikahan

2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindingan Anak, pasal 77-90.
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Dari keterangan diatas bisa dikatakan bahwa pelaksanaan Undang-Undang
perlindungan anak khususnya dalam pengambilan keputusan terkait dispensasi
nikah di Pengadilan Agama Jombang masih sangat minim bahkan tidak pernah
dipakai, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran akan dampak dari pernikahan
usia dini terhadap hak-hak anak maupun kurangnya kerjasama dari beberapa
lapisan masyarakat maupun pemerintah terhadap pentingnya pengawasan
pelaksanaan Undang-Undang perlindungan anak.

Penulis sependapat dengan beberapa ulama yang memperbolehkan
pernikahan anak-anak secara mutlak, akan tetapi penulis tidak sependapat
apabila hukum ini diterapkan di masa sekarang khususnya di Indonesia karena
menurut penulis kultur yang ada di Indonesia berbeda dengan yang ada pada
zaman dahulu. Lagi pula kewajiban orang tua adalah mendidik anak,
mempersiapkan mereka supaya dapat mempersiapkan diri dalam membina
rumah tangga sejahtera, hidup bahagia, bukan rumah tangga dengan persiapan
yang kurang matang.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Jombang tersebut jika
dilihat dari hukum acara berperkara sudah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku yang mana legalitas dispensasi nikah terdapat dalam UU No. 1
Tahun 1974. Ada beberapa sebab diberikan dispensasi nikah dalam perkara
No. 24/Pdt.P/2008/PA.Jbg; Pertama, anak pemohon belum genap berusia 16
(enam belas) tahun. Kedwva, adanya surat penolakan nikah dari KUA
setempat karena masih ada persyaratan nikah yang belum terpenuhi. Ketiga,
kedua calon mempelai menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan
pernikahan. Keempat, kekhawatiran orang tua pemohon akan terjadinya hal-
hal yang dilarang agama jika mereka (kedua calon mempelai) tidak segera
dinikahkan,

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah
‘ter;sebut adalah kaidah fighiyah yang berbunyi: “Menolak kemafsadatan
adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”. Disamping kaidah
tersebut pertimbangan hakim lainnya adalah fakta-fakta yang terjadi

dilapangan.
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3. Dalam Islam tidak mengenal dispensasi nikah, karena Islam sendiri tidak
membatasi secara definitif mengenai ketentuan batas minimal usia untuk
menikah. Islam .hanya memberikan ketentuan kapan seseorang dapat
menikah dengan ketentuan sudah baligh, akan tetapi jika pernikahan pada
usia anak-anak ini lebih banyak mafsadatnya terhadap anak maka hukumnya
haram. Sedangkan terkait ketentuan-ketentuan dalam UU perlindungan anak
harus disinkronkan dengan UU perkawinan karena terdapat beberapa

kontradiktif seperti pada permasalahan batasan usia anak-anak.

B. Saran-saran
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas
penetapan dispensasi nikah disarankan:

1. Dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah lebih memperhatikan dampak
yang terjadi nantinya bagi para pihak, terutama pihak anak sebagai pihak
yang wajib kita lindungi.

2. Memberikan pemahaman kapada semua pihak yang terkait terhadap dampak
yang akan ditimbulkan dari pernikahan ini, hal ini bisa lewat sosialisasi UU
perlindungan anak baik dari segi dampak yang terjadi dari pernikahan dini
maupun tindakan tegas (sanksi pidana) terhadap pelanggaran ketentuan UU

tersebut.
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